
 

  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perbaikan Permohonan Pengujian Aturan LLAJ  
 
Jakarta, 16 Oktober 2023 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian materiil Kitab UU 

Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) terhadap UUD 1945 pada Senin 

(16/10), pukul 09.30 WIB dengan agenda Perbaikan Permohonan. Permohonan yang teregistrasi dengan 

nomor perkara 114/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh Leonardo Siahaan, S.H. norma yang diujikan adalah 

Pasal 531 KUHP dan Pasal 312 UU LLAJ. 

Menurut Pemohon, Pasal 531 KUHP menegaskan seseorang yang melakukan pertolongan korban 

kecelakaan apabila dapat membahayakan korban dan bagi orang lain, maka yang melakukan pertolongan 

dapat dipidanakan. Sehingga norma demikian tidak memberikan apresiasi dari tindakan nurani seseorang 

yang menolong korban kecelakaan atau mengecualikan pertanggungjawaban spontanitas yang timbul dari 

naluri kepedulian membantu sesama yang membutuhkan pertolongan. 

Sementara terkait dengan Pasal 312 UU LLAJ, Pemohon memaknai bahwa seseorang tidak diberikan 

kesempatan memberikan penjelasan tidak melapor segera ke Kepolisian apabila seseorang tersebut berada 

di lokasi kecelakaan dan melihat suatu kecelakaan. Jadi, menurut Pemohon ada keselarasan antara 

ketentuan pada Pasal 531 KUHP bahwa menolong korban kecelakaan bisa dikenakan pidana dan pada 

Pasal 312 UU LLAJ frasa ‘tanpa alasan’. Jadi, kalau ada orang melihat korban kecelakaan tanpa melapor 

dapat pula dipidanakan. 

Menanggapi Permohonan Pemohon, Hakim Konstitusi Suhartoyo menegaskan norma pasal yang diujikan 

Pemohon ini berkaitan dengan kebijakan criminal policy sehingga menjadi ranah dari pembuat undang-

undang. Sementera itu, terkait norma Pasal 531 KUHP jika permohonan Pemohon dinyatakan 

inkonstitusional, maka norma tersebut menjadi tidak bermakna.  

Sementara Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah memberikan nasihat agar Pemohon mencantumkan secara 

resmi sumber dari perbandingan atas ketentuan hukum pidana yang berlaku di beberapa negara lain yang 

dinilai tidak sama seperti di Indonesia.(MHM) 
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